PERANAN KONTRAS (KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM TANJUNG PRIOK 1984 (1998-2006) by Tyas Azis Arifin, -
 
Tyas Azis Arifin, 2019 
PERANAN KONTRAS (KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK 
KEKERASAN) DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM 
TANJUNG PRIOK 1984 (1998-2006) 
Universitas Pendidikan Indonesia│repository.upi.edu │perpustakaan.upi.edu 
 
BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Pada bab V, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh penulis. Adapun kesimpulan yang dipaparkan oleh 
penulis merupakan buah penafsiran terhadap analisis penelitian penulis mengenai 
“Peranan KontraS (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dalam 
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 (1998-2006)”. 
Sedangkan saran dari penulis merupakan masukan yang disampaikan penulis 
kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan kajian masalah dalam penelitian 
yang penulis lakukan. 
5.1 Kesimpulan 
Pada 12 September 1984 terjadi peristiwa berdarah yang banyak menewaskan 
masyarakat sipil, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok 
Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut diakibatkan 
oleh adanya sebuah konflik antara masyarakat sipil yaitu kelompok Islam dengan 
Negara yaitu pihak keamanan. Konflik yang terjadi pada 12 September 1984 hanya 
menjadi triger terhadap beberapa kondisi sosial, ekonomi dan politik pada waktu 
itu. Berikut beberapa kesimpulan mengenai KontraS dalam penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984.  
Pertama, penyelesaian secara hukum terhadap kasus Tanjung Priok 1984 
sebelum reformasi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan beberapa 
pengadilan yang dianggap sebagai dalang dari Tragedi Tanjung Priok. Pemerintah 
menganggap bahwa pihak keamanan tidak bersalah atas tragedi yang terjadi di 
Tanjung Priok karena bentrokan diakibatkan oleh kebrutalan massa yang tidak 
dapat dikendalikan dan mengancam ketertiban umum. Sehingga masyarakat sipil 
yang ikut dalam bentrokan tersebutlah yang diproses secara hukum, walaupun 
korban berjatuhan semuanya dari masyarakat sipil. Proses peradilan tersebut 
menetapkan seluruh masyarakat yang didakwa dalam pengadilan diputuskan 
bersalah dan divonis kurungan penjara dengan waktu kurungan yang berbeda-beda. 
 Kedua, Peristiwa Tanjung Priok sebagai pelanggaran HAM bukan menjadi 
yang pertama dan terakhir terjadi dalam masa Orde Baru. Kondisi tersebut 
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membuat adanya sebuah kesadaran dari masyarakat sipil untuk membuat sebuah 
lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang yaitu KontraS pada 20 
Maret 1998, yang dalam perkembangannya membantu para korban kasus 
Pelanggaran HAM Tanjung Priok.  Kontras sebagai pejuang HAM konsisten 
mendampingi para korban dan keluarga korban. KontraS tergabung kedalam 
Koalisi Pembela Kasus Priok (KPKP).  
 Pasca Reformasi memang menjadi titik awal terhadap dibuka kembalinya 
kasus Pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984. Walaupun peristiwa Tanjung Priok 
sudah terjadi beberapa tahun lamanya akan tetapi karena pelanggaran HAM tidak 
mengenal kadaluarsa maka Peristiwa Tanjung Priok 1984 dibuka kembali dan 
diproses secara hukum yang berlaku. Pembukaan kembali kasus Tanjung Priok 
dimulai dengan adanya investigasi dari Komnas HAM. Hasil investigasi tersebut 
memuat bahwa Tanjung Priok adalah kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu dan 
disebutkan beberapa orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa 
tersebut. Bukan hanya Komnas HAM saja yang melakukan investigasi, akan tetapi 
KontraS yang membantu para korban membuat sebuah investigasi yang laporannya 
selesai pada tahun 2001 serta dibukukan untuk dijadikan pertimbangan bagi 
penegak hukum atas apa yang ditemukan oleh KontraS.  
 Perjuangan korban direspon baik oleh negara, melalui Presiden Abdurahman 
Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang selanjutnya akan direvisi 
oleh Presiden Megawati dengan membentuk sebuah Pengadilan HAM Ad Hoc 
Tanjung Priok. Keluarnya Keppres tersebut secara hukum bahwa kasus Tanjung 
Priok dibuka kembali dan diproses secara hukum. Proses penyidikan oleh 
Kejaksaan dilakukan dan KontraS meminta untuk ikut kedalam Tim Penyidik 
mewakili unsur masyarakat, akan tetapi ditolak oleh Kejaksaan. Sehingga hasil dari 
kejaksaan yang melakukan penyidikan ada perbedaan dengan hasil investigasi 
Komnas HAM terutama dalam orang yang dianggap bertanggung jawab dalam 
Peristiwa Tanjung Priok. Perbedaan tersebut seperti tidak adanya nama L.B Benny 
Moerdani dan Try Sutrisno.  
 Harapan korban dan keluarga korban mengenai penyelesaian Pelanggaran 
HAM Tanjung Priok 1984 diselesaikan melalu proses hukum masuk dalam babak 
baru dengan diselenggarakannya Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok. 
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Walaupun Pengadilan HAM Ad Hoc telah disepakati pada tahun 2001 dengan 
adanya Keppres pembentukan Pengadilan HAM, akan tetapi baru pada tahun 2004 
Pengadilan tersebut baru berjalan. Hal tersebut memperlihatkan proses 
penyelesaian kasus HAM masa lalu membutuhkan perjuangan yang lebih dalam 
menuntut keadilannya, dikarenakan proses penyelesaian tersebut bersentuhan 
dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan.  
 Pembukaan kembali pelanggaran HAM Tanjung Priok dan diselesaikan 
dengan proses hukum adalah harapan para korban dan keluarga korban. Akan tetapi 
tidak semua korban mempunyai tujuan yang sama, perbedaan tersebut dengan 
adanya beberapa korban dan keluarga korban melakukan islah dengan Try 
Sutrisno. Islah dilakukan dengan bertujuan kedua belah pihak untuk saling 
memaafkan dan tidak mengungkit kembali Peristiwa Tanjung Priok. Adanya proses 
islah tersebut membuat terpecahnya korban menjadi dua kelompok, yaitu yang pro 
islah dan kontra islah. Walaupun ada beberapa korban yang melakukan islah tetapi 
tidak berpengaruh dengan dihentikannya proses hukum pelanggaran HAM Tanjung 
Priok. 
 Ketiga, Proses hukum yang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 
para terdakwa Tanjung Priok yang berjumlah 14 orang dimulai pada bulan Juli 
2004. Semua terdakwa dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah 
melakukan pelanggaran HAM. Dakwaan Jaksa terhadap para tedakwa bukan hanya 
kurungan penjara saja, tetapi juga dituntut adanya Kompensasi, Rehabilitasi dan 
Restitusi kepada korban. Tuntutan tersebut hasil dari analisis dan permintaan 
KontraS yang direkomendasikan kepada Jaksa untuk memasukannya kedalam 
tuntutan kepada para terdakwa.  Akan tetapi semua terdakwa divonis bebas dan 
dianggap tidak bersalah atas tragedi Tanjung Priok 1984 begitupun tuntutan adanya 
Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi kepada korban.  
 Perjuangan para korban dan juga KontraS terus dilakukan dalam merespon 
terhadap keputusan vonis bebas kepada beberapa terdakwa. Merespon hal tersebut 
KontraS terus mendesak kepada Jaksa untuk melakukan banding ditingkat 
Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap keputusan Pengadilan Negeri. Proses banding 
yang diajukan terhadap para terdakwa tidak memberatkan hukuman bagi para 
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terdakwa tetapi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta membebaskan semua terdakwa 
dari segala dakwaan pada tahun 2005.  
 Vonis bebas kepada semua terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta 
membuat kecewa bagi para korban dan keluarga korban, serta KontraS. 
Kekecewaan terhadap keputusan tersebut membuat korban dan keluarga korban 
yang didampingi KontraS mendesak kepada Jaksa untuk melakukan Kasasi ke 
Mahkamah Agung. Korban dan juga KontraS tidak menyerah dengan terus 
memperjuangkan haknya sebagai korban.  Akan tetapi ditingkat kasasipun semua 
terdakwa dinyatakan bebas dan tidak bersalah pada tahun 2006. 
Perjuangan para korban dan keluarga korban bersama KontraS dari mulai 
awal Reformasi awalnya sedikit memberikan harapan dengan dibuka kembalinya 
kasus Tanjung Priok yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Dibuka kembalinya 
secara proses hukum pelanggaran HAM Tanjung Priok menjadi kemajuan 
tersendiri bagi Indonesia dalam menjungjung tinggi HAM. KontraS yang secara 
konsisten membantu korban mempunyai tujuan agar tidak adanya lagi 
pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya di Indonesia. Walaupun dalam proses 
perjuangan para korban dan KontraS di akhir keputusan hukum sangat kecewa 
dengan tidak adanya sebuah keputusan dari penegak hukum bahwa tidak adanya 
orang yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi tersebut. 
Keempat, Pengadilan HAM Ad Hoc adalah sebuah harapan bagi para korban 
dan keluarga korban untuk mencari keadilan terhadap Pelanggaran HAM yang 
terjadi dalam peristiwa Tanjung Priok. Akan tetapi, dalam proses pengadilan ada 
sebuah kekecewaan dari korban dan juga KontraS, dalam putusan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat hanya Sutrisno Mascung dan anggotanya saja yang dijatuhi 
hukuman berupa kurungan penjara. Sementara 3 terdakwa lainnya diputusi vonis 
bebas. Putusan bebas tersebut islah menjadi salah satu faktornya, karena ada 
beberapa saksi yang mengikuti islah mencabut dan merubah kesaksiannya 
dipersidangan dengan kesaksiannya yang disampaikan dalam BAP. Pencabutan 
dan perubahan kesaksian tersebut meringakan para terdakwa, sehingga merugikan 
para korban yang kontra islah. Proses islah juga membuat dalam persidangan 
terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda tujuannya sehingga saling mengejek 
satu sama lain. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KontraS dalam 
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membantu para korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM 
Tanjung Priok.  
Tahun 2006 secara administratif vonis bebas bagi semua terdakwa sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut membuat kecewa bagi para 
korban, akan tetapi korban dan juga KontraS terus melakukan usaha-usaha dalam 
memperjuangkan hak-hak korban. Perjuangan KontraS dan korban masih terus 
berlangsung, bahkan sampai saat ini para korban dan KontraS selalu melakukan 
aksi kamisan bersama korban pelanggaran HAM di Indonesia lainnya. Hal 
tersebut dilakukan untuk terus berharap bahwa keadilan akan datang bagi para 
korban pelanggaran HAM. 
5.2 Saran 
Adapun ada beberapa saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk Pemerintah, kasus Tanjung Priok bukan satu-satunya pelanggaran 
HAM masa lalu di Indonesia. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM 
yang sampai saat ini masih belum diselesaikan secara proses hukum, karena 
mau tidak mau Negara melalui Penegak Hukum menjadi instrumen yang 
sangat penting dalam menegakkan HAM, salah satunya penyelesaian 
pelanggaran HAM masa lalu. 
2. Bagi Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia dapat 
dijadikan sebagai sumber tambahan penelitian serta bacaan untuk mengetahui 
sejarah Orde Baru dan Reformasi terutama dalam hal HAM dan penyelesaian 
Pelanggaran HAM.  
3. Bagi mata pelajaran sejarah di sekolah dalam sejarah, sejarah mengenai HAM 
harus terus dipelajari. Karena kesadaran akan pentingnya HAM harus 
dijunjung oleh setiap orang mulai dipupuk ditingkatan sekolah. Hal tersebut 
bisa dimasukkan ke dalam kelas 12 sejarah wajib dengan kompetensi dasar : 
3.5 yaitu mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada 
masa orde baru dan 3.6 yaitu mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi 
bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. 
4. Bagi peneliti selanjutnya tentu masih banyak kajian masalah yang bisa 
diangkat mengenai HAM. Terutama dalam hal pelanggaran HAM masa lalu 
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yang terjadi di Indonesia buka hanya kasus Tanjung Priok 1984 saja. Karena 
masih kurang literatur yang membahas mengenai pelanggaran HAM. 
Penelitian mengenai HAM selain menambah literatur mengenai HAM itu 
sendiri, penelitian tersebut juga ikut mengkampanyekan bahwa HAM harus 
dijunjung tinggi dimanapun dan oleh siapapun.  
Demikian saran dan kesimpulan yang dapat penulis sampaikan, semoga apa 
yang penulis sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi literatur kesejarahan. 
